
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAH GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2S19

TENTANG

PERUBAHAN REI$CAI{A KERJA PEMERII{TA,H DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTH,RA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA I.ITARA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa ber&sarkan Pasal 355 Peratrrran Menteri Dalann

Negeri Noulor 86 Tahun 2Al7 menyatakan hhwa trancangarl

tentang per*baha:n RKPD *isarupeikar kepada

Kepala Daerah melalui Seknetaris Daerah guna memperoleh

persetqiuan untuk ditetapkan menjadi Peratr,rran Kepala

Daerah t€ntang Perubahan RKPD;

bahwa berdasarkan pertfuabangan sebagaim.a-na dirnaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Perubalean Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O19;

Undang-Undarrg Nsmor 24 Tahun 1956 teatang Pembentukan

Daerah Oto*ocr Propinsi Atjeh dan Perubaban Perattrran

kmbenhrkffi Prsprrrsi $wnatera l"Itsm {Leubtran Negam

Repubtrik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Slegara Republik Indonesia Nomor 11O3h

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 telrtang Keuangan

Negara (tembaran Negara Republik ladonesia Tahun 2OA3

Nomor 47, Ta:mbahan Lembarran Negara Republik Indonesia

Nomor 4285|;

2.



4.
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {kmbaran Negara

Republik Indonesia- Tahun 2OO4 Nomor 1-O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 442L1;

Undang-Undartg Nomor 23 Tahun 2*l+ tentang

Femerintahan Daerah {I,emfuran Negara Republik Indonesia

Tahun 2U-14 Nomor 2++, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5584, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengaa Undang-Undang Nornor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 ?ahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

{L,embaran Negara Republik Iadonesia Tahun 201"5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indfilesia Nomor 86

Tahun 2A17 tentang Tata Cara Ferencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, dan Rencana Pemhangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara krubahan Rencana Pernbangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara

Pen5rusunan Rencana Fernhangunan Daerah Provinsi

Surnatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi $unratera Utara

tahun 2OOB Nomor 11, ?a,mbahan Lerubaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1.I);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Rencana

Pernbangunan Jangka Paajang Daerah (RPJPD) Provinsi

Surnatera Utara Tahun 2OO5-2O25 {L.ernbaran Daerah

Frovinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

5.

6"

7.
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Peraturan Daera.h Nomor 6 Tahun 20 16 tentang

Pernbentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara {Lambaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tamhahan I"embaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nornor 5 ?ahua 2Al9 kntang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2Afi-2O23 {Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara tahun z0tg Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O);

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nornor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturart Gubernur Nomsr 46 Tahun

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 ?ahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 Nomor 47);

Peraturan Gubernur Nomor 3O Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019 {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL8

Nomor 3O|;

MEMUTUSKAN:

MeTletapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KER.}A PEMERINTA}I DAERAH PROVINSI SUMA"ERA U?ARA

TAHUN 2419.

8.

9.

10.

11.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur iai, yang dimakstld dengerl :

1. Daerah adalah Fnovinsi Surnatera Utara;

Z. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam

sistem dan prinsip Nega:a Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Repuhlik Indonesia Tatnm 1945"

3. Peureriatah Daerah adatrah Kepatra Daerah sebagai unsur

perryelecffiara Pernerirtahsn Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

6" Badan adalah Badan Pereacanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

7 " Kepala Badan adalah Kepala E}adan Fereccanaan

Pembangunan Daerah kovinsi Sumatera Utara.

8" Pembangr:nan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan rrrasyarakat

yang n1frata, baik dalarn aspek pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan

kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks

nan manusia;

9. Perencanaarl Pembangunml Daerah adalah suatu proses

penyusu$an tahapan-tahapan kegiaHn yeng melibatkan

berbagai unsur pemangkrr kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
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dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu ling$ungan wilayahldaerah dalam jangka waktu

tertentrr;

10. Rencana Pembangur:an Ja*gka Panjarlg Daeratr yang

selanjutrrya dlsebut RPJPD adatrah dokumen perenea$aan

untuk periode 2O {dua puhrh} tahun;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

merrrpakan doklrmen pererrcanaan perabangunan daerah

untuk jangka priode selama 5 flima) tahunan yang berisi

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta

memperhatikan RPJM Nasional;

12. Rencana Keria Pemerirrtah Daerah yang wlanjutnya disebut

RKPD adalah dokumen perencanaan daemh untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah;

13" Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangka.t Daerah adalah dokurnea perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu} tahun;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas darr disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD ya$g ditetapkan de*gan

Peraturan Daerah;

15. Keb[iakan Umum APBD yang selar{utrgra disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat keb{iakan bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asurnsi yang

mendasariaya untuk periode 1 {satu} tahun;

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancarlgall program prioritas dan

patokarr batas mak$imsl axlggaran yang dikrikan kepada

Perangkat Daerah untuk setiap pragram rebagai acuan

dalam Frlyusulrafl RKA Ferangket Daerah sebelum

disepakati dengan DPRD;
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17. Rencana Kerja dan Angaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingfut RKA-PD adalah dokumen perencanaan

dan pengangaran yang berisi rencana belaqia program dan

kegiatan Ferangkat Daerah serta reneana pembiayaan

sebagai dasar perlytrsunarl APBD.

BAB II

PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2019 adatrah dokumen perencarlaarl

tahunar: daerah hrdasarkas hasil waluasi semester I

ter*radap Rencana Kerja Ferangkat Daerah tahun 2A19.

{2} Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

adalah meliputi :

a.. perkernbangan yang tidak sesuai dengan asurnsi

prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi

daerah dan keuangan daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan;

b. keadaan yang merryebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelurnnya harus digunakan untuk tahun

berjalan;

c. perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang

akan dicapai; dan

d. penambahan/pengurangan kegiatan, perubahan rincian

belaaia dan rincian objek belarda.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2019 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Janglra Menengah Daeratr Provinsi

Snmatera Utara Tahrrn 2Ol9-2O23, dengan memperhatikan

capaian target dan sasaran yang dise*uaikan dengan kondici
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terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang

pembangunan.

{2} Peruba}ran RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai:

a. pedoman bagi Perarrgfuat Daerah d&lam mer{ru$ut}

pe,rubahan reneana kerja Perulbahan {Perubahan Reqia};

b. acu€ul ba# Pemerintah Kabupaten lKata dalam

mendukung capaian target dan sasaran pembangunan

daerah Provinsi Sumatera Utara;

c" pedoman dalam merrJrusua KUA dan PPAS Perubahan

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Al9
d. Perangkat daerah mempergunakan Perubahan RKPD

Tahun 2019 dalam men1rusun prioritas program dan

kegiatan yang sifatnya strategis

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah mer{n}stm laporan kinmja triuruLanan dan

tahunan atas pelaksaaaan rencana kerja dan anggaran yang

berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian

indikator kinerja masing-masiag program"

{2) Laporan kinerja menjadi rna.sukan dan ba}ran pertimbangan

bagr analisa dan evaluasi usulan €Lngaran tahun

selanjutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

(3) Kepala Peranglat Daerah melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya

Pasal 5

Kepala Badan melakukan telaahan tertradap ke*esuaian antara

usulan prioritas perubahan, tannbahan program dan kegiatan

serta anggar€Ln Perangkat Daerah tahun 2A19 dengan hasil

evaluasi kinerja Perangkat Daerah
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BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Rencana Kerja Peareri*tatr Daerah yarlg ditetapkan

ber:dasar{<ar Ftraturarr Grrbernr.rr Nomor 3O Tahun 2018 tetap

berlaku dan merupakan dokumen perencanaafl hasil

Musrenbang RI(PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gukraur ini mulai herlakrr pada tanggal

diuadanglcan.

Agar setiap orang merrgetahrrirqra, memerintahkan

pengundargan Peraturan ini dengan penempataanya dalam

Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PII.KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19690,42]. 199003 2003

Ditetapkan di Medan

pada tansgal 10 Juli 2Ol9

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ftd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1O JuIi 2Ol9

SEKRE?ARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 36

^"*fuREGAR



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {P.RKPD) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2Al9 yang disusun sesuai dengan amanat

Permendagri Nomor 86 Tahun zAfi tetap ditqiukan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2ALg serta

mengakomodir perubahan-perubahan, baik kegiatan maupun belanja

berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah terhadap

target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu Perubahan RKPD juga sebagai dokumen yang

rnengakomodir berbagai perrrbahan asumsi makro ekonomi dan sosial

serta pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara yang

dipergunakan sebagai pedoman dalam pen5rusunan Kebijakan Umum

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan

Ranca:rgan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL9.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

trd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIt.KEPALA BIRO HUKUM,

tu
APRILLA H.SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1969042L 199003 2003

Perubahan Rence.ua Nerre Pcmerlntah Daerah (?.RSPD! Proviasi Sunatcra Utara Tahun 2O19
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